BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MALINAU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Mengingat : 1.

Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluaran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap
Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluaran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap
Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN.........



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai

berikut:

”Pasal 3

(1) Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Malinau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dihitung dengan cara:

z1
72
Z3
z4

DDxkab/kota
ADxkab/kota

AF = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DDkab/kota — ADkab/kota)
Keterangan:
AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa

= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

= rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan.

= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

yang bersangkutan.

besaran Dana Desa kabupaten/kota.

besaran Alokasi dasar kabupaten/kota.

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

2. Ketentuan BAB III PENYALURAN Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENYALURAN

”Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindah bukuan........




(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:

a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

b.laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari kepala desa.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I.

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), menunjukan paling kurang Dana Desa tahap I
telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam

APBDesa.

Ketentuan BAB IV PELAPORAN Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PELAPORAN
”Pasal 9

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
setiap tahap kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a.laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1.
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan ralisasi..............



(4) Laporan ralisasi penggunaan Dana Desa tahap [ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaiakan paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten

Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 25 April 2016.

BUPATI MALINAU,
ttd
YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 25 April 2016.

PI1t.SEKRETARIS DAERAH,
ttd
HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya

An.Kepala Bagian Hukum
Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Malinau

HENRIKUS,SH
PANGKAT PENATA TK I (I1I/d)
NIP. 19690627 200312 1 008
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